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SALINAN

BUPATI BANDUNG BARAT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 97 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang
Tata  Cara  Perencanaan, Pengendalian dan  Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata
Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4688);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka  Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2025 Nomor 435);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 35)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat
(Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung
Barat Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4
Tahun 2025 tentang Rencana Panjang Jangka Menengah
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten
Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 4);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 14 Tahun 2025
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2026 (Berita
Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 Nomor 15);

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 62 Tahun 2021
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi
serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan
Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung
Barat Tahun 2021 Nomor 62) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 9 Tahun
2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung
Barat Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat
Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9);
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MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

(1)

(2)

(1)

(2)

Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah
Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Bandung Barat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja
Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat
Daerah untuk periode 1 (Satu) tahun.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran
perencanaan pembangunan daerah yang memuat rancangan
rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah untuk periode 1
(satu) tahun yang dimulai 1 januari 2026 sampai dengan 31
Desember 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana yang
dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai pedoman perumusan
penyempurnaan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat
Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 disusun dalam suatu dokumen dengan sistematika
terdiri atas:

BAB I . PENDAHULUAN;

BAB II . HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN LALU;

BAB III . TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH;

BAB IV . RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT
DAERAH;

BAB V . PENUTUP.

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Renja Perangkat
Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Ngamprah
pada tanggal 28 November 2025
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.
JEJE RITCHIE ISMAIL
Diundangkan di Ngamprah
pada tanggal 28 November 2025
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.
ADE ZAKIR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025 NOMOR 98



